Menimbang

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 3% TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 scbagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026,
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 Nomor
289);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026,
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Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistemn dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemernntahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Konawe.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang berkenaan.
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Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemenntah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembal,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat
yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah danjfatau
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 35 (lima) tahun.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mihk
Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penenmaan dan

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

. Surplus (defisit) adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
16,

Pembiayaan netto adalah selisih bersih antara penerimaan pembiayaan Jseperti pinjaman dan hasil penjualan aset} dengan
pengeluaran pembiayaan (seperti pembayaran pokok pinjaman) dalam periode tahun anggaran tertentu, yang berfungsi

utama untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus.
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Pasal 2
(1) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 348.427.348.196,-
2. Pendapatan Transfer Rp. 1.263.013.474.849,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 16.884.214.555,-
Jumlah Rencana Pendapatan Daerah Rp. 1.628.325.037.600,-
b. Belanja Daerah
1. Belanja Operasi Rp. 1.205.052.730.764,-
2. Belanja Modal Rp. 257.637.452.188,-
3. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.216.045.648,-
4. Belanja Transfer Rp. 287.018.809.000,-
Jumlah Rencana Belanja Daerah Rp. 1.756.925.037.600,-
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan Rp. 130.000.000.000,-
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.400.000.000,-
Surplus/ (Defisit) (Rp. 128.600.000.000 ,-
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(2) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit)

sebesar (Rp 128.600.000.000,-) (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah).

(3) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan

sebesar Rpl28.600.000.000,- (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus juta rupiakh).

Pazal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1 ,

terc
1.

Lampiran [

Lampiran II

Lampiran TII
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI

antum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupadti ini, terdiri dari :

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat

khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
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7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan,

9. Lampiran [X Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,  Kelompok, Jenis,Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayvaan,

10, Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4
Lampiran scbagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal &

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
Daerah Kabupaten Konawe.

Diundangkan di Unaaha

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 7z

pada Tanggal, 3\ Pesenber 2625

memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal, 3! Desewhet 2035
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